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Punya Nakhoda Baru

BPJS Kesehatan Kudu Tingkatkan Kualitas

SENAYAN mempunyai harapan
besar alas dilanitknya Prhati Pu-

Jowaskito sebagai Direktur Utama

(Dirut) Badan Penyelenggara
Jamiman Sosial BPJS (BRJS)
Kesehatan periode 2026-2031.
Purnawirawan bintang dua it
menggantikan Ali Ghufron Mukn,
Anggota Komusi IX DFR Ar-
zeli Bilbina mengigatkan, me-
mimpin lembaga sehesar BPIS
Kesehatan bukanlah perkara mu-
dah. Dibutuhkan kepemimpinan
yang legas, visioner, dan berpihak
pada kepentingan rakyat. “Saya
yakin dan optimis Pak Pujowask-
(o mumpuni untuk mengemban
amanah i, wamya, kemarn,
Diketahut, Presiden Prabowo
Subianto menunjuk Mayor Jen-
deral TNI (Purn) Prihati Pujo-
waskito sebagan direktur utama
BPJS Kesehatan pertode 2026-
2031 menggantikan Ali Ghufron
Mukti pada Kamis (19/2:2026).
Penetapan kepemimpinan
baru BPJS Keschatan dilakukan
melalui Keputusan Presiden
{Keppres) Nomor [7/P Tahun
2026 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dewan Pengawas
dan Keanggotaan Direkst BPIS
Kesehatan. Masa jabatan direkst
berlaku selama lima tahun.
Arzet melamutkan, dirut baru

harus berani melakukan pem-
benahan secara menyeluruh,

lerutama dalam hal pelayanan,

transparansi keuangan, dan
penguatan sistem digital. Karena
itu, Komisi [X DPR akan terus
memberikan dukungan atas
langkah-langkah strategis yang
akan diambil dirut baru:

"Kami juga akan melakukn
pengawasin agar BPJS Keschatan

semakin profestonal dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakal,"
tandas polittkus PKB .
Namun dukungan mi tenty-
nya dibarengt dengan harapan
agar ada percepatan perbaikan
layanan Jaminan Kesehatan
Nastonal (JKN). Sepert. keluhan
antrean panjang, kelerlambatan
Kl rumahsakit; hingga kenda-
livakses i dacrah terpencil harus
menjadi prioritas pembenahan,
Arzeti juga mendorong agar
BPJS Keschatan memperkuat
sinergi dengan fasilitas kese-
hatan, batk Pemerintah mau-
pun swasta, sehingga kuali-
las layanan semakin merala.
Juga harus semakin transparan,
akuntabel. dan adaptif terhadap
perkembangan teknolog1.
"Transformasi digital ha-
rus benar-benar memudahkan
peserta, bukan justru menambih

Arzeti Bilbina

kerumitan. Evaluasi berkala
Juga penting agar seliap kebijak-
an tepat sasaran," ujar legishator
asal Jawa Timur (Jatim) in1.

la optimistis, di bawah kepe-
rimpinan baru, BPJS Kesehatan
dapat memperkuat tata kelola
dan menngkatkan kepercayaan
publik. Yang penting lagt harus
hadir sebagat solust, bukan sum-
ber keluhan.

" ika keperimpinan dijalankan
dengan mtegritas, keberantan, dan
komitmen terhadap pelayanan
publik, saya vakin BPJS Keschat-
an akan semakin magju dan kuat,"
Kala dia dengan yakin,

Sementara, anggota Komisi
IX DPR Ravindra Airlangga

meminta BPIS Kesehatan me-
nyiapkan mekanisme transisi
perlindungan sosial yang mema-
dai seperti sosialisasi selama liga
bulan. Halimi dilskukan sebelum
terjadi perubahan data dan masa
tenggang selama tiga bulan
setelahnya, di mana kepesertaan

Penerima Bantuan [uran Jami-
nan Kesehatan (PBI JK) tetap
akull walau ada pemutakhiran,
"Harapannya agar masyarakat
rentan tidak kehilangan akses
layanan keschatan saat proses
pemutakhiran data sosial na-
stonal," ujar Ravindra dalam
keterangannya, kemarin,

Permintaan tersebut telah di-
sumpaikan dalam rapat kerja
Komisi IX DPR bersamz Kemen-
terian Keschatan (Kemenkes) dan
Jajaran Dirckst BPTS Kesehatan
pada Rabu (11:22026). Rapat
tersebut dizelar menyikapt pem-
baruan data PB dan keberlanju-
tan layanan jaminan keschatan,

la mengatakan, proses pe-
mutakhiran data terpadu sosial
ckonomi nastonal (DTSEN)
perlu ditkuti skema transisi yang
Jelas agar peserta tidak langsung
kehilangan status kepesertaan
aktif. Dengan itu, pentingnya
sosialisusi sebelum kebijakan
berjalan,

Menurut dia, masa transist it
hiarus disertal asistensi reaklivast
kepesertaan bagi masyaraka rentan
melalun kolaborast lntas wilayah,
muka dart tingkat kecamatan, kelu-
raftan, hunga RT/RW, "Harupennya
aar perubahan dats idak berdam-
pak langsung terhadap layanan
kesehatan masyarakal," Kata legisk-
tor asal Kabupaten Bogor ni

Selain i, Ravindra menekankan
pentingnya menjaga keberlanjutan
Dana Jaminan Sostal Keschatan
(DJSK) di tengah proyeksi per-
tumbuhan defisit vang mencapai
rala-ratit 69,5 persen pada periode
2024-2026,

la menyarankan BPJS Kesehai-
an perlu menurunkan biaya per
anggota per bulan tanpa menk-
kan besaran premi per anggota,
Jugamempertimbanghan altemati§
pendanaan seperti mekanisme
pernbayaran fleksibel bagi peserta
mandin, cuka kesehatan, dana aba-
i, dan sumber sah kunnya sestia
ketentuen penimdang-undangan,

Lebih lanjut, Ravindra menvo-
roli ketimpangan beban layanan
keschatan yang masih bertumpu
pada fasilitas kesehatan tingkat
lanjutan (FKTL). Karena i, pen-
guatin fasilitas keschatan tingkat
pertarm (FKTP) menjadi kunci
untuk meneken biaya layanan. m 1iF
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